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HUKUM PIDANA MATERIIL DAN FORMIL BAB 3 ASAS LEGALITAS

BAB 3
ASAS LEGALITAS

3.1 Sejarah dan Landasan Filsafati Asas Legalitas

Asas legalitas yang dikenal juga sebagai “principle of legality” telah berlaku
mutlak bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental
yang hukum pidananya telah dikodifikasi dalam satu wetboek seperti Belanda,
Prancis, Jerman, dan termasuk Indonesia.! Ketentuan asas legalitas diatur dalam
Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang
berbunyi: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan
undang-undang pidana yang mendahuluinya” (Geen feit is strafbaar dan uit
kracht van een daaran voorafgegane wetteljke strafbepaling).

Hukum pada zaman Romawi, jauh sebelum asas legalitas lahir,
memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan dalam
bidang politik kebebasan warga negara semakin dibelenggu.? Menurut Moeljatno
dalam Tijdschrift v. Strafrecht, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej’, pada zaman
Romawi dikenal adanya crimine extra ordinaria yang memiliki arti kejahatan-
kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara crimine extra
ordinaria ini adalah crimen stellionatus yang secara letterlijk artinya perbuatan
jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada
Abad Pertengahan, crimine extra ordinaria ini diterima oleh raja-raja yang
berkuasa dan cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang
menurut kehendak dan kebutuhan raja.*

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana
berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum
pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain.
Hazewinkel- Suringa berpendapat,® jika suatu perbuatan (feit) yang memenuhi

' Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Rajawali Pers, Jakarta, 2002), hal. 170.

2 John Gillisen Dan Frist Gorle, Sejarah Hukum : Suatu Pengantar, {Refika Aditama, Bandung,2005), hal.177.

* Hiariej, Eddy 0.5, Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, (Erlangga, Jakarta, 2009) hal.7-8.
*Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, Jakarta, 2000), hal. 24.

3 Ibid
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